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GUB~RNUR GORO~TALO
i '

PERATURAND~ERAH PROVI~SI GORONTALO

NOMOR:l.3 TAHUNi2013 '
it
I TENTANG i

I

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGATEKNIS DAERAH
i

PROVINSI GORONifALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i i
GUBERNURGORONTALO,

a. bahwa untuk efisiensi dan ~fektifitas kelembagaan sebagai upaya
i

mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja P~rangkat Daerah;

b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang ~olid dan mampu berperan sebagai

wadah bagi pelaksanaan: fungsi-fungsI ,kebijakan pemerintah;\
I

sesuai dengan visi dan misi;

c. bahwa untuk: melaksanakan iketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahqn 2007 tentang Organisasi Perangkat
I

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;

d. bahwa berdasarkan pertim~angan sebagaimana dimaksud dalam
I ~

huruf a, huruf b, dan huruf'c perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Organisasi ,dan lfata Kerja Lembaga' Teknis Daerah

Provinsi Gorontalo.

1. Undang-Undang Nomor 8 i Tahun 1974 tentang POkok-pokok

Kepegawaian (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 197

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890); sebagaimana' telah diubah dengan Undang-Undang
"Nomor 43 T~hun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
, '



I '

Nomor 8 Tahun 1974 ~entang Pokok-pokok Kepegawaian
I

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1~7 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2: Undang-Undang Nomor 38: Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembarc3nNegara Republik Indonesia Tahun,
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
I

Tambahan Letnbaran Negar~ Republik Indonesia Nomor 4287);

4i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
! i

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
I .

5, Tambahan !LembaranNeg~ra Republik Indonesia Nomor 4355);

5~ undang-Unda;ng Nomor 32: Tahun 2004 tentang Pemerintahan

: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tamba~an LembaranI Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebag~imana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
I I

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Unda~fg-Undang Npmor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
i

Tahun 2008' Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844); I

6. U'ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
I

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
i

Indonesia Tah~n 20~1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5:234);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
. :, ;

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
,

Indonesia Tahun 1994 N0ril0r 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah,

dengan Per~turan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang



'-

•

Perubahan atas Peraturan :Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsion9\ Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
I

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
: I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nqmor 100 Tahun 2000 tentang.
I . I

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
I I

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
. I

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
I

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
I

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
i

Republik Indonesia Nomor 4194);
I ' '

10. Peraturan Pemerintah Nomdr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578); !

11. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

i Pembinaan dan pengawa~an Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara ~epublik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor
. : I '

4593); ,

12. Peraturan Pehlerintah Nomc?r 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan' Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia! Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); .

13. Peraturan Pemerinta~ Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat D~erah (Lembar~n Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
I

Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
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I.

l f

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
ii,
, ! !

I

GUBERNUR GORONTALO

;MEMUTUSKAN::

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
: ; ;
I l :

, BAB I '
i I
I I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I

Dalam Peraturan Daerah InI yang dirhaksud dengan
i
:

1. Daerah adalah ProvlnsI Gorontalo. I
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otbnomI dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi. seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
• ' !

Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
, I

Indonesia Tahun 1945. I

3. Pemerintah D~erah adalah yubernur dan i Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
, ' I

! ' !
4. Gubernur adalah Kepala Daerah !Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Perwakl1lan Rakyat Daelil'ah yang. selan~utnya dislngkat DPRD adalah Dewan
I I

Perwakilan Rakyat Daerah ProvI~si Gorontalo. , '
, I

6. Sekretaris Daer~h adalah Sekret~ris Daerah Pr~vinsiGorontalo.
I

7. Inspektorat adailah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
: ~ i

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah
f I

unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



9. Lembaga Tekn~s Daerah adalah: lembaga tekni~ Daerah Provinsi Gorontalo berbentuk
, , I

lnspektorat, B~dan dan Kantor.; .

10. Unit pelaksana iteknis yang selainjutnya diSing~at UPT adalah unsur pelaksana teknis

pada Lembaga !Teknis.

, J

BAB II

i PEMBENTUK.A:N

dan tata kerja lembaga teknis

Pasal2 i
I

ini ~dibentuk organisasi, '

I
Daerah.

(2) Lembaga tekni~ Daerah sebagaiman dimaksud !pada ayat (1) terdiri dari:

a. inspektorat provinsi; ;
! , j

b. badan pere'ncanaan pembangunan Daerah;

c. badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah;, .

d. badan kesatuan bangsa dan politik;
, I I . ,

e. badan pemberdayaan masyarakat dan penibangunan desa tertinggal;

f. badan Iingkungan hldup dal1 riset daerah; :, i

g. badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung;

h. badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;dan

Lkantor perpustakaan dan arsip Daerah.
1

(1) Dengan Peraturan Daerah

BAS III

INSPEKTORAT .
Bagian Kesat~

Kedudukan, TUgas,idan Fungsi

Pasal 3

(1) Inspektorat m~rupakan unsuri pengawas PE1nyelenggaraan Pemerintahan Daerah
I

yang dipimpin olehinspektur. .
t t ;

(2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat! (1) dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya bertanggungjawab~' langsung kepada Gubernur dan secara teknis
, I

administrasi mendapat pembinapn dari sekretaris Daerah.
, I I

! !
I •



(

Pasal4
, i

(1) Inspektorat merppunyai tugas melakukan peng~wasanterhadap pelaksanaan urusan

Pemerintahan :di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan I?aerah kabupatyn/kota dan ~elaksanaan urusan. pemerintahan di

Daerahkabupaten/kota.
i

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d,maksud pada ayat (1) inspektorat

menyelenggara~anfungsi: ..
, I

a. perencanaanprogram pengawasan;
. I :

b. perumusan;kebijakandan f~silitasi pengaw~san;dan

c. pemeriksaar' pengusutan, gengUjian,dan ~enilaian tugas pengawasan.

I .: . I
I BagianKedua
~ i, .
$usunan Organipasi
! !

i

Pasal5

(1) Susunanorganisasiinspektorat terdiri dari:

a. inspektur;.

b. sekretariat terdiri dari:
• I

1. subbagian evaluasi dan pelaporan;

2. subbagian keuangan;dan
I I

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. inspektur pembantu wilayah I;

d. inspektur pembantu wilayah II;

e. inspektur pembantu wilayah III;

f. inspektur pembantu wilayah IV;dan

g. kelompok jabatan fungsional.
t ;

(2) Bagan struktur organisasi inspektorat seoagaimana dimaksud. pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran ~ yang merup'akan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.



(

BABIV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
! : !

1

Bagian Kesatu
!

Kedudukan, Tugas, (jan Fungsi

Pasal 6

(1) Badan Perenc,anaan Pemba~gunan Daerfh merupakan unsur perencana
, I

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan.
Ii'

(2) Kepala badan sebagaimana dinhaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
i . Pasal7 i

, I

, ' '
(1) Badan perenc~naan pembangunan DaeraH mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan qan pelaksanaan kebijakan i Daerah di bidang perencanaan
i

pembangunan Daerah. ;.
, , I

i I
(2) Dalam melaks~nakan tugas I sebagaimana ! dimaksud pada ayat (1) badan

perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
I ! I

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibid perencanaan pembangunan dan
I ,I .

statistik; I ! I .
b. pengkOordi1asikan penyusu~an perencana1n pembangunan dan statistik;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan

rakyat, per~konomian, pem~rintahan, kepJndudukan dan pembangunan wilayah

serta pelaksanaan statistik Iingkup wilayah provinsi;
I ! I

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.; bidang perencanaan

pembangunan

Bagian Kedub
,

Susunan Organi)sasi

I
!

Pasal8 !

(1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari:I .

a. kepala badan;'

b. Sekretariatterdiri dari:

1. subbagiqn perencanaan dan evaluasi;



2. subbagia~ keuangan;dan I
; I

3. subbagian umum dan kepegawaian.
: '. I .

c. bidang perehcanaan ekonomi dan industri t~rdiri dari:

1. subbidang ekonomi

2. subbidang Industri.

d. bidang per~ncanaan sosialtjudaya dan pe1erintahan terdiri dari:

1. sub bidang sosial budaya,
i I

2. sub bid pemerintahan dan kependudukah

e. bidang perencanaan pengembangan wilaya1h,Sumber Oaya Alam dan Lingkungan

Hidup terdiri dari :

1. Sub bidang sumber daya ialam

2. sub bidar;1gpengembangan wilayah dan l..ingkungan hidup
i

f. Bidang data. dan analisa program I

1. sub bidang data dan analisa program
, .

2. sub bidang evaluasi dan pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

.h. Unit Pelaksana Teknis Badan
(2) Bagan struKtur organisasi badan perencanaa~ pembangunan' Oaerah sebagaimana

I ! I
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

BABV

BAOA~ KEPEGAWAIAt"!, PENOIOIKAN lOAN PELATIHAN OAERAH
[

i Bagian Kesa~u

Kedudukan, Tugas, d,an Fungsi
i !

Pasal9 :
! ! I

(1) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatiha~ Oaerah merupakan unsur pendukung
I I

I I
tugas Gubernu:r. : I. ,

(2) Badan kepegayvaian, pendidikain dan pelatihan Oaerah sebagaimana dimaksud pada
I I i

ayat (1) dipimpin oleh kepala badan! yang berkedudukan dibawah dan
I . :

bertanggungjaWab kepada Gubernur melalui Sekretaris Oaerah.



Pasall0

: . i I

(1) Badan kepeg~waian, pendid~kan dan P1latihan daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan: pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik
i I I

di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihbn daerah.
, .,

(2) Dalam melai9anakan tugas i sebagaimana j dimaksud pada ayat (1) Badan

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah' menyelenggarakan fungsi:
1 ; j

a. perumusan: kebijakan teknisl sesuai dengan! Iingkup tugasnya;
,

b. pemberian ~ukungan atas penyelenggaraar pemerintahan daerah sesuai dengan

Iingkup tugasnya; i
. i !

c. pembinaandan pelaksanaari tugas sesuai dengan Iingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
: '

,
Bagian Kedue;t

, '

Susunan Organisasi
! I. I

Pasal11 I

(1) Susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah terdiri dari:
. i

a. kepala badan '

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan qan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan
l

(- 3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang kesejahteraan dan p~mbinaan pega;wai terdiri dari:
, .! :

L subbidang kesejahteraan -pegawai;dan i '

2. subbidallg pembinaan pegawai.

d. bidang mutasi dan informasi kepegawaian terdiri dari:
: i

1. subbidang mutasi dan pehsiun;dan i

2. subbidarig data dan inforJ,'nasikepegawa:ian.
, I

e. bidang pengembangan pegawai terdiri dark
: T !

1. subbidang perencanaan dan pengembangan pegawai;dan

2. subbidarig standarisasi dan kompetensi pegawai.
: f ~

f. bidang pendidikan dan pelatihan aparatur terdiri dari:
iii

1. subbidang pendidikan pe(atihan struktural;dan
,



'.

(

2. subbidang pendidikan pelatihan teknis dan fungsional.
I I

! • I I

g. Kelompok J~batan Fungsional ,
I ' '

(2) Bagan struktur; organisasi bad~n kepegawaia!n, pendidikan dan pelatihan Daerah

sebagaimana dimaksud pada; ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
I I '

merupakan bagIan tidak terpisa~kan dari Peraturan Daerah ini.
. !

i BABVI I
BADAN KES~TUAN BANGSADAN POLITIK

I .
i,

I Bagian Kesat~
: I

Kedudykan, Tugas, d~n Fungsi

i 1
! I, i

Pasal 12

(1) Badan kesatuan bangsa dan politil< merupakan lunsur penqukung tugas Gubernur.
• I

(2) Badan kesatuan,• bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
I .I , Ii.

oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan 'bertanggungjawab kepada

Gubernur melalui sekretaris Daeirah.

Pasal 13

(1) Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat shesifik di bidang kesatuan bangsa dan

politik. .
j

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kesatuan

bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi: I
a. perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan; lingkup tugasnya;

, I
I I

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraa'n pemerintahan daerah sesuai dengan
I '

lingkup tugasnya; i
c. pembinaan dan pelaksanaa~ tugas sesuai ~engan Iingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ~eraturan perundang-undangan.



(

Bagian Kedua

Susunan Organi$aSi

Pasal 14

(1) Susunan organi~asi badan kesat~an bangsa dan politik terdiri dari: .
• i

a. kepala badan

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan ~an evaluasi;

2. subbagiain keuangan;dan

3. subbagia:n umum dan kepegawaian.

c. bidang fasilitasi pembinaan politik terdiri dari:
I • ,

;

1. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik; ;

2. Sub bida;ng kelembagaanl Politik. !

d. Bidang Bin~ Ideologi dan w~wasan Keban~saan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembauran dan wawasan k~bangsaan

2. subbidarlg kerjasama intJlejen daerah I
e. Bidang Ket~hanan Sosial Ekpnomi terdiri dari :

1. Sub Bid~ng Organisasi Sosial; !
; i I

2..Sub Bidang Ketahanan E~onomi. i
f. Kelompok ~abatan Fungsiorlal.

I I I

(2) Bagan struktur' organisasi badan kesatuan badgsa dan politik sebagaimana dimaksud
, I
. i !

pada ayat (1) tercantum dalam Lampira~ IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Dae~ah ini.

BAB VII

BADAN P9MBERDAYAANiMASYARAKAT

DAN PEMBANGUNANDESATERTINGGAL

I Bagian Kesa~u

Kedu~ukan, T':Igas, dan Fungsi
I

Pasal15 I
J,

!

(1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal merupakan

unsur pendukung tugas Guber~ur.



(2) Badan pemberqayaan masyara~at dan pembangunan desa tertinggal sebagaimana
; ! i .

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan
, I

, . . . .

bertanggungjawab kepada Gube:rnur melalui se~retaris Daerah.

Pasal16

(1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal mempunyai
. I

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksahaan kebijakan Daerah yang bersifat
, !

spesifik di bidarig pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal.
I :

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) badan

pemberdayaan :masyarakat dan pembangunah desa tertinggal menyelenggarakan

fungsi: I
I

( . . a. perumusan kebijakan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas p'enyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
, ' I

c. pembinaan dan pelaksanaa~ tugas sesuai dengan Iingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaaril tugas lainnya sbsuai dengan p~raturan perundang-undangan.

, i
i B . K d Iaglan e ua

Susunan Organi~asi, I

Pasal 17

• (1) Susunan orga'1isasi badan pemberdayaan rpasyarakat dan pembangunan desa

tertinggal terdirl dari: ! i
a. kepala bad~n

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagiah perencanaan dan evaluasi;

2. subbagiap keuangan;danj

3. subbagian umum dan ke~egawaian. :

c. bidang pemberdayaan eko~omi masyarak~t dan pengelolaan sumber daya alam

terdiri dari:,

1. subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan;dan
: . I

2. subbidarlg pengelolaan sQmber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan.

d. bidang penzmggulangan kemiskinan terdiri pari:
: ~ I



! I.
1. subbidang koordinasi kesejahteraan rakyat;danI ; ,
2. subbidang perlindungan dan bantuan sO~ial rumah tangga miskin.

I : . .
e. bidang pemibangunan desa ~ertinggal terdir/ dari: _

: i

1. subbidang infrastruktur e~onomi desa teftinggal;dan

2. subbidang sarana prasara1naekonomi deka tertinggal.
1-.

f. bidang kelembagaan dan so?ial budaya terc;lidri dari:
, ' !;

1. subbidang peningkatan kapasitas pem:erintahan dan pelatihan masyarakat
! :

desajkelurahan;dan ;
- I_

2. subbidang pemberdayaa1 adat dan sosi91budaya masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional -

(2) Bagan strukturorganisasi badar:t pemberdaya~n masyarakat danpemerintahan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantu/ll dalam Lamplran V yang merupakan
t i

I bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH
I I
I i

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, d~m Fungsi
I

Pasal 18

•
'1-

I
Pasal 19

(1) Badan Iingkungan hidup dan riset daer~h mempunyai tugas 'melaksanakan
! i i

penyusunan d~n pelaksanaan !kebijakan Daerah di bidang Ungkungan Hidup dan

Riset daerah. !



•

(2) Dalam melaksahakan tugas sebagaimana dim~ksud pada ayat (1) badan Iingkungan
, '

hidup dan riset ~aerah menyelenggarakan fungsi:
, j i '.

a. perumusan 'kebijakan teknis:sesuai dengantlingkup tugasnya;

b. pemberian pukungan atas R~nyelenggaraar pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya; i
, . i'

c. pembinaan ~an pelaksanaari tugas sesuai gengan lingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaa~ tugas lainnya s~suai dengan PFratura,n perundang-undangan.
Ii'

Bagian Kedua
!

Susunan Organi?asi
I .

i i
i

Pasal 20

(1) Susunan organisasi badan lingkungan hidup dan riset daerah terdiri dari:

a. kepala bad~n I
, I

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagia'n pe'rencanaan dan evaluasi;

2. subbagiap keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang pengkajian dan penaatan lingkungan terdiri dari:

1. subbidang pengkajian dan pembinaan analisis dampak Iingkungan;dan
I :

2. subbidang pengawasan dan bina hukumi Iingkungan.

d. bidang sistem informasi lingkungan terdiri 9ari:

1. Sub bidang pengelolaan standarisasi dar') informasi Iingkungan.

2..Sub bidang pengembang~n sistem inforrhasi Iingkungan.

e. Bidang Pengendalian dan sumber daya alarn
: !

1. sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Iingkungan;

2. sub bidang konservasi sumber daya alarh dan pemanfaatan ruang

e. bidang pengembangan riset, terdiri dari: ,
. ! I

1. sub bidang pengembang~n penelitian dan sumber daya;dan

2. sub bidang aplikasi teknologi tepat guna~ publikasi dan diseminasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional



•

.•.

I

I : i!
(2) Bagan struktur' organisasi badan lingkungan !hidup dan riset daerah sebagaimana

I

dimaksud pada:ayat (1) tercant~m dalam Lampiran vi yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX i
!

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN Pu'SAT INFORMASI JAGUNG
i

Bagian Kesat~
I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi,

Pasal 21

"" I

j t l .
(1) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung merupakan unsur pendukung

tugas Gubernu~. i, I
(2) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung sebagaimana dimaksud pada

~ ayat (1) diplmPin oIeh kJpala badan [yang iber~edudukan dibawah dan

bertanggungja'l:'lab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
I ! I ::

I
Pasal22 I

I i

(1) Badan ketahanan pangan ~an pusat i~formasi jagung mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan danj pelaksanaan ~ebijakan Daerah yang bersifat spesifik

di bidang ketahanan pangan dan pusat informasi jagung.
I I

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim~ksud pada ayat (l)badan ketahanan
i I

pangan dan pusat informasi jagLmg menyelenggarakan fUflgsi:
i '

a. perumusan kebijakan teknis sesuai denganlingkup tugasnya;: .'

b. pemberian dukungan atas ~enyelenggaraaln pemerintahan daerah sesuai dengan

Iingkup tugasnya; I
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya;dan

. . !
d. pelaksanaan tugas Iainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan.



(

Bagian KedJa

$usunan Orga~isasi
I

Pasal23 I

(1) Susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung terdiri dari:

a. kepala badan I
b. sekretariat terdiri dari:

. !

1. subbagi~n perencanaan dan evaluasi;
I

2. subbagi~n keuangan;daril

3. subbagif:ln umum dan kepegawaian :
, I ,

c. bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan terdiri dari:

1. subbidang ketersediaan pan kerawana~ pangan;dan

2. subbidang distribusi dan cadangan pangan.
I I I'

d. bidang konsumsi penganekaragaman dan Ikeamanan pangan terdiri dari:

1. subbidang konsumsi da~ penganekarag;aman pangan;dan ..

2. subbidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan.
: i !

e. bidang pengkajian dan infdrmasi jagung terdiri dari:

1. subbidang pengkajian pengembangan;dan
, ~. !

2. subbidang diseminasi dan informasi.
I

. i I
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan strukt~r organisasi ba~an ketahananj pangan da.n pusat informasi jagung

sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
Iii

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera~uran Daerah ini.

I
j

BABX
I ~ I .

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERI~INAN TERPADU SATU PINTU

; Bagian Kesa~u
I I

!

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
, . 1

Pasal 24 I

,
(1) Badan penanaman modal dim perizinan t~rpadu satu pintu merupakan unsur

pendukung tugas Gubernur.



•

•

! i i

C. pembinaan dan pelaksanaan!1tugas sesuai dEmgan Iingkup tugasnya;dan
I I
< : : I'

d. pelaksanaa~ tugas lainnya s~suai dengan p~raturan' perundang-undangan.
! I I';
I I

I

Bagian Kedua:
I 1

SLJsunanOrganisasi

Pasal 29

(1) Susunan organi$asi kantor perp~stakaan dan a~sip Daerah terdiri dari:.
,

a. kepala kantor;

b. subbagian tata usaha;

c. seksi perpustakaan;

d. seksi arsip;dan

e. seksi pembinaan dan kerjasama kelembagapn.

f. Kelompok Jabatan Fungsional ,
, I

. . I

(2) Bagan struktur' organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantl:lm dalam Lam~lran IX yang merupakan baglan tldak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAS XII i
I

UNIT PELAKSANATEKNIS

I

Pasal 30

(1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah.

(2) UPT dipimpin 01eh seorang Ke~ala yang berafadi bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Kepala. Badan
I • j

(3) UPT dapat dibentuk setelah memenuh~ pers~aratan sesuai peraturan perundang-

undangan I .

. I I:
(4) Pengaturan . tentang UPT mengenai nomeriklaturl jumlah .dan' jenis susunan

; I'

organisasi, tug~s dan fungsi dltetapkan denQan Per;aturan Gubernur berdasarkan

peraturan perun:dang-undangan'i
! II .



,
"

,

i,
: BAB XIII! ,

KELOMP6K JABATAN FJNGSIONAL
iii,
'I i:, '
i ;

Pasal31 i
I

! I,
(1) Pada masing-rT)asing lembaga: teknis Daera~ dapat dibentuk kelompok Jabatan

, 'i'
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi ya'ng dibutuhkan sesuai dengan

I '

: i ;
Peraturan Perurydang-undanganiyang berlaku. I

. .;

(2) Kelompok Jabqtan Fungsional: mempunyai ~ugas melaksanakan sebagian tugas
. : I

Pemerintah Da~rah sesuai dengan keahlian dari kebutuhan.

(3) Kelompok Jaba~an Fungsional tEjrdiri dari sejul11lah tenaga fungsional yang diatur dan
, i i

ditetapkan berd,asarkan peraturqn perundang-,-,ndangqn.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh s~orang :tenaga fungsional senior yang

ditunjuk. I
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fun'gsional diatur Isesuaidengan Peraturan Perundang-

undangan. ,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, j~niS dan jenjang Jabatan Funsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan
I

Gubernur .

y}

•
BAB XIV

!

TATA KERJ,AJ

Pasal 32

: !
Dalam melaksanakan tugas dan furgsinya satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan

I

prinsip koordinasi, integrasi, sinkron:isasi, dan simplifikasi. :

Pasal 33



•

•

I

(1) Setiap pimpinaA satuan organisasi dalam m~laksanakan tugas menyelenggarakan, ,

hubungan fungsional dengan instansi lain yangberkaitan dengan fungsinya.
I : I

(2) Setiap pimpinan satuan brganisasi bertanggungjawab memimpIn dan

mengoordinasikan bawahannya dan memtDerikan, bimbIngan ,serta petunjuk
I !

pelaksanaan tugas.

BAB XV
I '

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

I
Pasal 34

i

(1) Inspektur, kep~la badan dan Kepala Kantor, !Sekret~rIs,; Kepala Bidang, Inspektur, ,

Pembantu, Kepala Sub Bagia~, Kepala Sub i Bidang, Kepala SeksI serta Pejabat

Fungsional di ungkungan Badari, Inspektorat, dan Ka~tor diangkat dan diberhentIkan

oleh Gubernur ~tas usul Sekretairis Daerah I !,
(2) Pejabat:- pejabrat lainnya di un~kungan Bada1' Inspe,ktorat dan Kantor dIangkat dan

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peratu~an perundang-undangan.
: : iiI

(3) Pembinaan kepegawaIan di ling~ungan Inspek~orat, Bfda~ dan kantor dilakukan oleh

Gubernur sesuai Peraturan Peruhdang-Undangan., , I
; Ii;
, !

Pasal 35i I
I

(1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatar struk~ural Eselon Ua.,

(2) Jabatan struktural eselon lIla t~rdiri dari : I :

a. kepala kantor;

b. sekretaris badan;

c. sekretaris inspektorat;

d. kepala bidang;dan

e. inspektur pembantu.

(3) Jabatan struktural eselon IVa te'rdiri dari:

a. kepala subbidang;

b. kepala subbagian;dan

c. kepala seksi :



( -!

BAB XVI i
I

PEMBIAYAAN

Pasal36 :

, , I
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga teknis Daerah dibebankan pada

anggaran pendapat~n belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN LAINrLAIN

Pasal37
I

!
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur

!

dengan Peraturan Gubernur.

i
BAB XVIII i

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal38 I,
Pemangku jabatan !struktural yang ada pada saat Idiundangkannya Peraturan Daerahini

I ,

tetap menjalankan tugas sampal dilakukan p~lantikan pejabat baru berdasarkan

• Peraturan Daerah inL I

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
I

Pasal 39
,

. i.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tah:un 2007 tentaryg Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah (Lembaran Da~rah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Nomo 6);dan



2013

2013 ,

NSI GORONTALO,

•

•

b. Peraturan Daer~h Nomor 7 Tah!un 2008 tenta~g pen1bentukan Organisasi dan Tata
, "

Kerja Badan Pl,.Jsat Informasi Jagung (Lembaran D~erah Tahun 2008 Nomor 7,
I ' , ,
I I It'

Tambahan Lembaran Daerah Ndmor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
, i

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang r;nengetahuinya, inemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
~: .

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.
!

Oitetapkan di Goron
! '

pada tanggal
I

GUBERNUR OR

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2G Oh.-tobcr

SEKRETARIS DAERAH PRO

(fJ7
WINARNrMONOARFA

T

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GO~ONTALO TAHUN 2013' NOMOR J.3



I. UMUM•

•

PENJELASAN:

I ATAS i '
PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO

i ! I
NOMOR JL3 TAHU~ 2013 I

i TENTANG I
II I

ORGANISASI DAN TATA KERJALEM:BAGATEKNIS DAERAH

PR6vINSI GORON~ALO

i ~
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128! ayat (1) Undang~Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentan'g Pemerintahan: Daerah meny~butkan: susunan organisasl Perangkat
, I;

Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengari memperhatikan faktor-faktor tertentu

dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pblaksanaan darl pasal ini telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tah!Jn 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan p~merind3h ini, Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah: ditetapkan dengan peratura~ daer~h dengan berpedoman pada

peraturan pemerintahini.. .
I ,

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provihsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan

Daerah ini secara umum mengikuti: prinsip miskin istruktur kava fungsi sesuai ketentuan
, I j,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas.
, I

Pengecualian susunan Perangkat Daerah dilakukan: secara selektif berdasarkan

pertimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari

upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 'governance). Tata

pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan
1 i'!: '

masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam

rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam

perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah
, . I I

, I,

Provinsi Gorontalo diharapkcln dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang
, , '

prima, meningka~kan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan

masyarakat, meng,embangkan ekonomi, mening~atkan prasarana dan sarana, serta
I f

I



•

mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, pena~an organisasi Perangkat Daerah juga
I I I j

, ,

diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.
, ' I I

Gubernur dalam menyeleng~arakan Pemeri~tah Daerah dibantu oleh Perangkat
I : I I

Daerah yang terdiri :dari unsur staf yang membantui penyusunan kebijakan dan koordinasi
: : 1.

yang diwadahi dalam sekretariat, uhsur pelaksanai urusan daerah yang diwadahi dalam
: 'I '

dinas daerah, unsuMpendukung tugas kepala daeran dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah Y'1ng bersifat speslfik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf
. , !

ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.
l'

, I

Organisasi P~rangkat Daerah: dibentuk berdpsarkan pertimbangan adanya urusan
. : I

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah~ yang terdiri dari urusan wajib dan
i i !

urusan pilihan sebagaimana tercan~um di dalam P~raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Peml;>agian Urusan Pemerintahan aotara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
i ~ :
I I I

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan

pemerintahan harus dibentuk kei dalam organi~asi tersendiri karena pertimbangan
, ' .,

efektivitas, efisien~i, dan rasional ,sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
; I I

masing-masing serta adanya koordinasi, integra~i, sinkronisasi dan simplifikasi serta

komunikasi kelembagaan antara pu~at daerah jug~ harus diperhatikan. Selain itu, dalam

implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini
I I

dirasa penting untuk memperhati'kan aspek pSi!kologiS dan dampaknya sehubungan

dengan adanya penggurangan dan' penggabunga7 satuan kerja Perangkat Daerah serta

kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat
I

Daerah. Untuk itu pemberian 'kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak

kepegawaian dan hak administrasi lainnya d~lam jabatan struktural sebelumnya
, ,

i

merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa! 1

Cukup jelas .
. I ~

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3



Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas:

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas~

Pasal 7

• Cukup jelasi•

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
I

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

L " Pasalll

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15



I
Cukup jelas:

Pasal 16
I

Cukup jelas~

PasaI 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

; . Cukup jela~.
\ ..

Pasal 20

Cukup jelas.

PasaI 21

Cukup jela$.
;

•
Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup je'aF'

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
I

Cukup jelas.

Pasal 26
;

Cukup jelas.

,.,
I



•

•

Pasal 27

Cukup jelas~

Pasal 28

Cukup jelas~
I

Pasal29 i'

Cukup jelas;

Pasal 30

Cukup jelas .

Pasal31

Cukup jelas.
I

Pasal 32 I
Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku

, I

kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai. dengan Iingkup

kewenangannya, baik Iintas sektor maupul1 antarstrata pemerintahan., I

Yang dimaksud dengan :"integrasi" aqalah penyelenggaraan fungsi-fungsi

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi
, I, I

Perangkat Daerah. '

Yang dim?lksud dengan ;"sinkronisasi" iadalah konsistensi' dalam penataan

organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang

berlaku.

,
, . .

Yang di~aksud dengan: "simplifikasi" I adalah penyederhanaan penataan
;

organisasi perangkat Daera:h yang efisien, iefektif, rasional, dan proporsional.
I

Pasal 33

Cukup jelas~



Pasal 34

Cukup jelas.!
!

Pasal 35

Cukup jelasj
i

Pasal 36 !
j

Cukup jelasl
j

I
I

Pasal 37
,

Cukup jelas~
I
!

• Pasal 38

Cukup jelasj•

!
r

Pasal39 i
Cukup jela~.

I
j

Pasal 40

Cukup jelas

•
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORO~TALO NOMOR. ..ll .•

: I
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subbidang
Pengembangan Wi! & LH

subbidang data ~
analisis progr~J

subbidang evaluasi dan
pelaporan
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KELJABATAN FUNSIONAC--l

Subbid Pendidikan
Pelatihan Struktul'al

SUbbid Diklat Teknis ~:-J.
. Fungsional '

~----J~ __
Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur

- Subbid Perencanaan dan ll',
Pengembangan Pegawai :

Subbid Standarlsasi dan I
1-
1 Kompetensi Pegawai

Bidang pengemba~;;;j

Pegawai ---1
...- -_'- ..-...11 - -- -

Subbld Data dan
Informasi Kepegawaian

-J _
BidangMutasi dan Informasi I

Kepegawaian I
- _.. ._~--.- ._____ "

~id Mutasi dan
L=pensiun

,.-----
Bidang Kesejahteraan dan
.. Pembinaan Pegawai

--_. '.--'-- l. ----,., .. -'--- . -_. -

- Subbid Kesejahteraan
Pegawai

--
I

Subbid Pembinaan
- Pegawai
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KEl.JABATA~ FUNSIONAl ~]

Subbag Perencanaan
& Evaluasi

Subbag Keuangan Subbag Umum, &
Kepegawaian

Bidang fasilitaSi Pembinaan.
Politik

Subbid pendidikan Budaya Politik

Subbid l<elembagaan Potitik

BidangBina Ideologi dan
wawasan l<ebangsaan

Subbid Pembaurqn dan
Wawassn Kebangsaan

Subbld Kerjasama
Intetijen daerah ..

Bidang l<etahanan Sosial
Ekanomi

Subbid Organisasi Sosial

SubbidketahananEkonomi

\'GUBERN
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I I<EPALA I
-

I--------~--~~~-----.-------------~---------.... - - - .' . I -- _. - - -"-- ---- .- . _ . _ ..~- •. - ..SEKRETARIS -_ .. . - .-- .. '-
I
I
I

I:
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KELJABA~~N FUN~IONAl :: I I I
SubbagPerencanaan & Subbag.l<euangan Subbag Umum&

- Evaluasi Kepegawaian
- -_. - - . , ~.- . - -_ .. - - . ......,... -- --..... ._."- - - . . ---- ~ .. ' .

I I I I
Bidang usaha pengembangarl Bidang Penanggulangan Bidang PembangunanDesa Bldang Kelembagaan

ekonorlii masyarakat Kemiskinan Tertinggal dan 5Osls1budaya

I I I I... ... ...... - - .- "-_., ----- - .. .... _ .... _.__ ._-. -- -"._ .. v._ ..__... _ ---. - . . - _._ ... ..." .-... ---- .-~-- --- ---_._." _._-- - . -

,--
Subbid usaha ekonOr1li Subbld pengambangan -- Subbid pendayagunaah sumber Subbid peningkatan Kapasltas

daya alam dan teknolOgi tepat pemerintahan masyarakat
masyarakat 'perdesaan dan SDM,Partislpasi dan gunaperclesaan desa/kelurahan

desa tertinggal keswadayaan I'nasyarakat

i .- Subbid pemberdayaan adat d
Stibtiid' perlindl,mgan rumah Subbid Sarana prasarana

:~ ..:, -. ~

Subbid lembaga ekonomi - - 50sial budav::a kat- tangga rniskin kawasan perdesaan /' J10- masyarakat perdesaan dbn tertlnggal { ~.
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KE~.JABATA~ FUNSl~NAL :: ]

SubbagPerencanaan i

& Evaluasi
Subbag. Keuangan Subbag Umum&

Kepegawaian

Bidang Pengkajian dan
Penaatan Lihgkungan

Subbid pengkajian & Pembinaan
AMDAL

SubbidPengawasan dan Bina
.HukumLingkungan

Bidang Sistem It'lformasl
lIngkungan

subbid Pengelolaan,Standarlsasi
dan Informasi t.lhgkungan

subbid Pengembangan Sistem •
Informasi Lingkungan

Bidang Pengendallan dan
Sumber Daya Alam

Subbid Pengendalian
pencemaran dan kerusakan

Ungkungan

Subbid konservasi Sumber
Daya "lam dan

pemanfaatartruang

Bidang pengembangan Riset

Subbid Pengembangan
Penelitian & Sumber daya

Subbid Aplikasi Teknologl .
Tepat GlinaPublikasi dan .

I
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• '''IRAN VII
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Subbag perencanaan &
Evaluasi

Subbag.Keuangan 5ubbagUmum&
Kepegawaian

Bidang Ketersediaan,Distribusi
dan Cadangan Pangan

Subbld ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

Subbid Olstribusi dan Cadangan
Pangan

BidangKonsumsi
Penganekaragaman dan

Keamansn Pangan

5ubbid Konsumsi dan
Penganekaragamanp8ngan

Subbid kelembagaan dan
'pengawasankeamanan

pangan

6idang Pengkajian dan Informasi
Jagung

Subbid Pengkajian dan
Pengembangan

' .... Subbid Olseminasi dan InfOrmasi
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KEL.JABA~~N FUN~~IONAL ~ u I
Subbag Perencanaan

--- dan-Evaluasi-

SEKRETARlS

Subbag Umum &
.Subbag--Keuangarl - - Kepegawaian--. ,..

Bidang Penanaman Modal
;.- ---- - ------ -- - ---_._ .. -- ------_.

subbidang Kerjasarna
Penanaman Modal

subbidang InformaSi,
promosi dan Layanan

Bidang Pelayanan Terpadu satu
.. Pintu. _._-.

. subbidang Perizinan
dan Non perizinan

subbidang
Pengendalian

•

Bidang Pengembangan Sumber
Daya

.-- ~ - .

+ -
subbidang Perumusan -
Kebijakan Investasi

+
subbidang Pemberdayaan Usaha
dan Pengembangan Potensi

Daerah

•

-,
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e. bidang pengembangan sumber daya terdirildari:
I !

1. subbidang perumusan kebijakan investa~i;dan,
2. subbidang pemberdayaan usaha dan perigembangan potensi Daerah.

f. KelompokJabatan Fungsional I

(2) Bagan struktur organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
, i _.

sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) ter~antum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeratlJranDaerah ini.
, I

BABXI

KANTORPERPUSTAKAANDANARSIPDAERAH
,

I Bagian Kesat~
. I

I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsii .

Pasal27

.; , I .
(1) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah merupaKanunsur pendukung tugas Gubernur.
(2) Kantor perpustpkaan dan arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1 ! !
dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

, '

kepada Gubern~r melalui sekretbris Daerah. I

Pasal28

• (1) Kantor perpustqkaan dan arsip daerah mempuryai tugas melaksanakan penyusunan
I ; I

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaandan
Arsip Daerah. i I

(2) Dalam melaksanakan tugas ;sebagaimana ! dimaksud pada ayat (1) Kantor
. : I

perpustakaan dan arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusankebijakan teknisisesuai d,enganllingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraaf,lpemerintahan daerah sesuai dengan, . i I

Iingkup tugasnya; , I

." , '



I , i .
(2) Badan penanaman modal dan perizinan terpa~u satu pintu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1): dipimpin oleh. kepala badari yang berkedudukan dibawah dan
I ' ! I

bertanggungjawab kepada Gubetnur melalui sekretaris Daerah..
1 j •

I

Pasal25 j

(1) Badan penanaman modal dan penzlnan teJpadu satu pintu: mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan k~bijakan Daerah yang bersifat spesifik, ,

di bidang Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Satu Pintu.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima\<sudpada ayat (1) badan penanaman
modal dan perizinan terpadu satu pintu menyel7nggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis 'sesuaidengan llingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraa~ pemerintahan daerah sesuai dengan

Jingkuptugasnya;
I

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai d~ngan Iingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
I !

I

Bagian Kedu~

Susunan Organi~asi
. I

Pasal26 !
J

. i

(1) Susunan organisasi badan penanaman modal d~n perizinan terpadu satu pintu terdiri
dari:
a. kepala badan
b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
2. subbagian keuangan;dan ~

I i

3. subbagian umum dan kepegawaiaf}
c. bidang penaman modal terdiri dari:

I ,

1. subbidang kerjasama penanaman modal;dan
. I I

2. subbidang informasi, prorilosi dan layan~n.
, : I

d. bidang pelayanan terpadu s~tu pintu terdiri ,dari:
1 , :

1. subbidang perizinan dan non perizinan;d~n
I . ,

2. subbidang pengendalian. ! I
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